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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : P.7/Menhut-II/2009 
TENTANG  

PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU  
UNTUK KEBUTUHAN LOKAL  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa kebutuhan kayu lokal banyak diminta oleh 
masyarakat melalui Bupati/Walikota atau DPRD 
Kabupaten/Kota dan diperlukan guna mengantisipasi 
meningkatnya kebutuhan kayu untuk individu dan untuk 
penanggulangan bencana alam yang ada di Kabupaten/Kota;   

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang 
perlu menetapkan pemenuhan kebutuhan kayu lokal di 
tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan. 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999    
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
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19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4134); 

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4151); 

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor  4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4842); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4207); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);    

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 48140); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 50 Tahun 2008; 

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-
II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Nomor P.64/Menhut-II/2008; 
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16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 
tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) 
Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari 
Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Mehut-
II/2007; 

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari 
Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.63/Mehut-II/2006; 

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 
tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan 
Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.40/Menhut-II/2007; 

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 
tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi,  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Nomor P.11/Menhut-II/2008; 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 
tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi,  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Nomor P.12/Menhut-II/2008; 

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 
tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam 
Hutan Tanaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Nomor P.5/Menhut-II/2008; 

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 
tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pengenaan, Pemungutan, 
dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan 
Dana Reboisasi (DR); 

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 
tentang Hutan Kemasyarakatan; 
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24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 
tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74). 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK 
KEBUTUHAN LOKAL 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kebutuhan kayu lokal adalah usaha untuk memenuhi pasokan kayu bulat dan 
atau kayu olahan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota dalam rangka untuk 
kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. 

2. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah 
izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui 
kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan 
volume tertentu. 

3. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat 
IUPHKm,  adalah  izin  usaha  yang  diberikan  untuk memanfaatkan  sumber 
daya  hutan  pada  kawasan  hutan  lindung  dan/atau  kawasan  hutan 
produksi. 

4. Izin pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk 
memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan 
produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan 
lindung dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal 
Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan. 

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) 
yang selanjutnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha 
untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, 
pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan; pengolahan dan 
pemasaran hasil hutan kayu. 


